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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0367/Pdt.G/2020/PA.Rh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Raha  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mabolu, 15 September 1982 (umur 38

tahun),  agama  Islam,  pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil,

pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lagadi, 15 September 1975 (umur 45

tahun),  agama  Islam,  pekerjaan  TNI  AD,  pendidikan  SLTA,

tempat kediaman di XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14

September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada

tanggal  15  September  2020  dengan  register  perkara  Nomor

0367/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  sebagai  Pegawai  Negri  Sipil  Pada  Instansi  Dinas

Kesehatan  Puskesmas  Mabodo  memperoleh  izin  dari  Pejabat  yang

Berwenang  berdasarkan  Surat  Keputusan  Pemberian  Izin  Bercerai  No:

800  /118/  IX  /  2020  Tanggal  10  September  2020,  yang  menyatakan

Memeberikan  Izin  Kepada  Penggugat  untuk  mengajukan  permohonan

Perceraian di Pengadilan Agama Raha;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0367/Pdt.G/2020/PA.Rh
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2. Bahwa  Pada  Tanggal  15-10-2002.  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

melangsungkan  Perkawinan  /  Pernikahan  dan  kemudian  tercatat  pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu berdasaran buku kutipan Akta

Nikah  Nomor  436/27/X/2002  tanggal  19-10-2002  karna  itu  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  memiliki  Hubungan  Hukum Sebagai  Suami

Isteri;

3. Bahwa  dalam  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai keturunan 2 (dua) orang Anak yang bernama ANAK lahir pada

tanggal 24-07-2003;

4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentukKeluarga yang

bahagia  dan  kekalberdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  tidak  dapat

dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah

tidak ada lagi kecocokan dan kehrmonisan Rumah tangga yang disebabkan

adanya  perselisihan,  pertengkaran  dan  /atau  percecokan  secara  terus

menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sampai

dengan diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat;

5. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap

di Kendari;

6. Bahwa seringnya terjadi percekcokan dan pertengkaran terus menerus

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  akibat  Ulah  Tergugat  antara

lain: 

a. Sering Main Tangan (KDRT)

b. Adanya Orang Ketiga

c.  Sering  terjadi  pertengkaran  dan  percekcokan  secara  terus

menerus;

7. Bahwa  percekcokan  dan  pertengkaran  antaraPenggugat  dengan

Tergugat  bermula  pada  bulan  Maret  tahun  2003  yang  kejadiannya

adalahTergugat Melakukan KDRT;

8. Bahwa  setelah  kejadian  pertama  tersebut  Tergugat  merus  menerus

melakukan KDRT;

9. Bahwa  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  tergugat  terulang

kembali  pada  bulan  Juli  tahun  2007  (SEBAGAI  PUNCAK
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PERTENGKARAN)  yang  kronologis  kejadiannya  adalah  Tergugat

melakukan KDRT kepada penggugat hanya karena penggugat meminta izin

untuk melanjutkan kuliah;

10. Bahwa Pengugat  dan keluarga sudah berusaha sekuat  tenaga 

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangga  dan  mengajak  Tergugat

membicarakan  permasalahan  Rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat tapi bukan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang terjadi

melainkan hanya tindak kekerasan Fisik  dan Psikis  yang terus menerus

yang diterus menerus diterima Penggugat dari Tergugat;

11. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  itu  berkelanjutan  terus

menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 7 bulan Juli tahun 2007 Hingga

sekarang selama kurang lebih 13 tahun 2 bulan, penggugat dan tergugat

telah  berpisah  tempat  tinggal/berpisah  ranjang  karena  penggugat  sudah

tidak sanggup hidup bersama penggugat. Penggugat/tergugat telah pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah

tersebut  saat  ini  Penggugat  bertempat  tinggal  di  Desa  Liangkaboridan

tergugat  bertempat  tinggal  di  Andonuhudan  selama itu  sudah  tidak  ada

hubungan lagi dan bahkan tergugat telah menikah lagi dan sudah memiliki

3 orang anak;

12. Bahwa  atas  dasar  uraian  diatas  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alas an perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang

No 1  tahun  1974  Jo.  Peraturan  Pemerintah  No.9  tahun  1975  pasal  19

Jo.Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

13. Bahwa  Berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang

berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara makan penggugat bersedia

memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Raha cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan Biaya perkara menurut hokum;  

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Muna

telah  mengajukan izin  perceraian  kepada atasannya pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Nomor 800/118/IX/2020 tanggal 10 September 2020, namun tidak

mendapatkan  izin  untuk  melakukan  perceraian,  sehingga  Penggugat

menyerahkan  surat  pernyataan  siap  menanggung  resiko  kepegawaian

tertangggal  26  Oktober  2020  sebagai  akibat  dari  perceraian  yang  diajukan,

sehingga  secara  administrasi  permohonan  Penggugat  dapat  diproses  lebih

lanjut;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati  Penggugat  agar  tetap  mempertahankan  rumah  tangganya  serta

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi

tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi

atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini

dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan

surat  gugatan  Penggugat  yang  pada  dasarnya  maksud  dan  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak dapat

didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1.  Bukti Surat.

   Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat

yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu

Kabupaten Muna Nomor: 436/27/X/2002 tanggal 15 Oktober 2020 yang

telah  dimeterai  secukupnya  dan  setelah  dicocokkan  dengan  aslinya

ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.

  Asli  Surat  izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kesehatan  Kabupaten  Muna,  Nomor:  800/118/IX/2020  tertanggal  10

September 2020, lalu diberi tanda P.2.

  Asli  Surat  Pernyataan  Siap  Menanggung  Resiko  atas  nama

Penggugat tertanggal 26 Oktober 2020, lalu diberi tanda P.3.

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  SAKSI SATU,  umur  64  tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA,

pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di  XXX, di  bawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Ayah kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Kendari; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan Tergugat  terjadi

sejak lebih dari 10 tahun yang lalu; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat; 
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- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita

Penggugat  ketika  saksi  menjenguk Penggugat  di  rumah sakit  setelah

mengalamai  kekerasan  dari  Tergugat  dengan  menunjukkan  bekas

pemukulan dan hasil visum dari rumah sakit;

 -  Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  langsung  pertengakaran  antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun

lebih dari 10 tahun yang lalu; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;  

- Bahwa selama berpisah Penggugat  dan Tergugat Sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi ; 

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

̵̵   Bahwa  menurut  saksi  Pihak  keluarga  pernah  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Saksi 2,  SAKSI KEDUA, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan  tidak  ada,  bertempat  tinggal  di  XXX,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Bibi Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Kendari; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan Tergugat  terjadi

sejak lebih dari 10 tahun yang lalu; 
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- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  karena  Tergugat  melakukan  kekerasan  atau  KDRT  kepada

Penggugat; 

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita

Penggugat;

-  Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  langsung  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih

dari 10 tahun yang lalu; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;  

- Bahwa selama berpisah Penggugat  dan Tergugat Sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi ; 

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi;

̵̵ Bahwa  menurut  saksi  Pihak  keluarga  pernah  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  proses  mediasi  sebagaimana  yang  diamanatkan

oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan; 
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak

Penggugat  agar  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai,  sebagaimana

dikehendaki  oleh Undang-Undang No.  50 Tahun 2009 jo.  Pasal  39 ayat  (1)

Undang-Undang No.  1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil,  Penggugat  tetap

pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering KDRT dan adanya

orang ketiga dan sejak Juli 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat kediaman Penggugat tinggal di Desa Liangkabori sedangkan Tergugat

tinggal di Andonuhu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil  gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

pernah hadir  di  persidangan,  namun karena perkara  ini  perkara  perceraian,

maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,

maka yang pertama sekali  dipertimbangkan adalah apakah Penggugat   dan

Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P.1  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat telah  menikah  dengan

Tergugat pada tanggal  15 Oktober 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Katobu, Kabupaten Muna, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;
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Menimbang  bahwa  terlebih  dahulu,  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai PNS dan Tergugat sebagai

anggota TNI sebagaimana terurai di bawah ini; 

  Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Asli Surat izin

Perceraian dan Asli  Surat Pernyataan Siap Menanggung Resiko, Penggugat

selaku PNS tidak diberikan izin oleh atasannya untuk melakukan perceraian

oleh karena itu Penggugat menyerahkan surat pernyataan siap menanggung

resiko kepegawaian, sebagai  akibat dari  perceraian yang diajukan, sehingga

pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  karenanya  Majelis  yang

memeriksa  perkara  ini  berpendapat,  bahwa  tidak  ternyata,  Tergugat

menunjukkan  iktikad  untuk  memenuhi  kewajiban  sebagai  anggota  TNI

sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23

Tahun  2008  tentang  Perkawinan,  Perceraian  dan  Rujuk  Bagi  Pegawai  Di

Lingkungan  Departemen  Pertahanan,  jo  Peraturan  Panglima  TNI  Nomor

Perpang/11/VII/2007 dan selanjutnya dengan pertimbangan, bahwa Penggugat

perlu segera mendapatkan kepastian hukum maka terhadap perkara ini dapat

diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI  SATU dan  SAKSI  KEDUA,  keduanya telah  memberikan  keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa kedua  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi  tersebut,  maka kedua saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang  bahwa  seluruh  alat  bukti  saksi  yang  diajukan  oleh

Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Penggugat

dan Tergugat membina rumah tangga di kendari dan sejak lebih dari 10 tahun
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yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan Tergugat melakukan kekerasan atau KDRT kepada Penggugat dan

semenjak lebih dari 10 tahun yang lalu pula antara Penggugat dan Tergugat

telah  berpisah  kediaman,  selama  berpisah  antara Tergugat  tidak  pernah

datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat

sudah  tidak  memperdulikan  Penggugat  lagi,  pihak  keluarga  sudah  pernah

merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat secara

materiil tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,

dengan berdasar pada fakta bahwa semenjak lebih dari  10 tahun yang lalu,

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, Majelis

yang  memeriksa  perkara  ini  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  bukti  tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

1.   Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran sejak lebih dari 10 tahun yang lalu yang disebabkan perilaku

kasar Tergugat kepada Penggugat atau KDRT;

2.   Bahwa semenjak lebih dari 10 tahun yang lalu pula, antara Penggugat

dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama itu antara

Penggugat  dan  Tergugat  tidak  lagi  ada  komunikasi  dan  Tergugat  tidak

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

3.   Bahwa  pihak  keluarga  dan  Majelis  Hakim  telah  berupaya  untuk

menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) PP No. 9

tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh

Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal

tersebut, yakni :

1.  Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2.  Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

3.  Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;
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Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-

pasal  a  quo,  oleh  Majelis  akan  dipertimbangkan  satu  persatu  dihubungkan

dengan  fakta  hukum yang  diperoleh  dari  hasil  pemeriksaan  di  persidangan

sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta  hukum pada angka nomor  1  menunjukkan,

bahwa  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami  istri

seringkali  terjadi  perselisihan  karena  perilaku  kasar  Tergugat  kepada

Penggugat atau KDRT, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan

dalam rumah tangga Penggugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan

Penggugat  dengan  Tergugat  masih  berlangsung  dan  sudah  bersifat  terus

menerus,  karenanya Majelis  berpendapat  bahwa unsur  pertama telah cukup

terpenuhi;

Menimbang  bahwa  fakta  hukum  pada  angka  nomor  2  menunjukkan,

bahwa semenjak lebih dari 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat

telah  berpisah  tempat  kediaman dan  selama itu,  antara  Penggugat  dengan

Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami

istri  serta  Tergugat  tidak  lagi  memberikan  nafkah  kepada  Penggugat,  fakta

mana  menunjukkan  kejadian  yang  sebenarnya,  bahwa  antara  Penggugat

dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri serta rumah

tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pecah  dan  retak  yang

sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam

rumusan  pasal  3  Kompilasi  hukum Islam di  Indonesia  jo.  Pasal  1  ayat  (1)

Undang-undang nomor: 1 tahun 1974 , tidak lagi dapat terwujud dan karenanya

Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi; 

Menimbang  bahwa  fakta  hukum  pada  angka  nomor  3  menunjukkan,

bahwa  upaya  damai  yang  dilakukan  pihak  keluarga  serta  nasehat  Majelis

Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, telah ternyata tidak berhasil, karenanya

Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  uraian  pertimbangan

sebagaimana tersebut  di  atas,  oleh  karena telah  dinyatakan  bahwa seluruh

unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal
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116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka

Majelis  berpendapat,  bahwa  mempertahankan  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat  yang  demikian  adalah  sia-sia  dan  bahkan  dapat  menimbulkan

madlarat bagi para pihak, maka hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh

yang berbunyi :

المصالح        جلب علي م مقد المفاسد رء د
Artinya:  Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu

mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab  Kitab Fiqhus Sunnah Juz II

halaman 290 yang berbunyi: 

أواعتراف        الزوجة، ببينة القاضي لدى دعواها ثبتت فإذا

بين          العشرة دوام معه يطاق ل مما اليذاء وكان الزوج،

بينهماطلقهاطلقة    الصلح عن أمثالهماوعجزالقاضي

بائنة

Artinya  : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti
yang diajukan oleh isri atau pengakuan suami da konflik rumah tangga
telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun
kembali dan hakim juga tidak mapu mendamaikan kedua belah pihak,
maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istri”:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kesimpulan  Penggugat  di  depan

persidangan,  yakni  Penggugat  berketetapan  hati  ingin  bercerai  dengan

Tergugat  dan  Penggugat  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  maka

dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum

Islam  sebagaimana  yang  termuat  dalam  kitab  Al  Iqna  Juz  II  halaman  133

sebagai berikut :

طلقة          القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وان
Artinya  :  “Apabila  ketidak  senangan  seorang  istri  kepada  suaminya  telah

mencapai  puncaknya,  maka  pada  saat  itu  hakim  diperbolehkan
menjatuhkan  talak  seorang  suami  kepada  istrinya  dengan  talak
satu”.

 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan
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Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan

akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan

Penggugat telah  memenuhi  alasan perceraian  sebagaimana  tercantum dalam

penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi

Hukum  Islam  dan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  oleh

karenanya  gugatan  Penggugat  harus  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak

satu  Bain  Shughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap  Penggugat

(PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.   Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2.   Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;   

3.   Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  (TERGUGAT) Terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

4.   Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Raha pada hari  Senin,  tanggal  26 Oktober  2020 Masehi  bertepatan

dengan tanggal  09 Rabiul  Awal  1442 Hijriah oleh  Dwi  Anugerah,  S.HI.,  MH
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sebagai  Ketua Majelis,  Muhammad Ubayyu Rikza,  S.H.I  dan  Wida Uliyana,

S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Wida Uliyana, S.H

Ketua Majelis,

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 495.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00  

J u m l a h : Rp 611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan
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Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.
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